
WALIKOTA PALOPO 

PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALOPO 

NOMOR 53 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALOPO 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Palopo 
Nomor 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019, terkait Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun 
Anggaran 2019; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

1 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa 
dan Kata Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomr41861 :  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 44381: 
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8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noimor 5049) 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Reipublik Indonesia Tahun 2011  Nomor 
82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

l 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
40901: 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011  ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 1  Nomor 59); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272) 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah 
melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri 
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan 
Permendagri Nomor 21  Tahun 2011  tentang Perubahan kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 

21 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011  ten tang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011  Nomor 450) 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 ; 

23. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah ; 

24. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

25. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 06 Tahun 2018 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

2 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

: PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

Pual 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas : 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 167.052.191.690 
b. Dana Perimbangan Rp. 751.370.486.000 
c. Lain-Lain Pendapatan yang Sal Rp. 90.223.381.100 

Jumlah Pendapatan Rp. 1.008.646.058. 790 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 414.465.256.996 
2) Belanja Sunga Rp. 3.357.876.000 
3) Belanja Hibah Rp. 10.546. 700.000 
4) Belanja Bantuan Sosial Rp. 500.000.000 
51 Belanja Bantuan Keuangan Rp. 840.431.000 

kepada Prop. / Kab. / Kota 
& Pemerintahan Desa & 

Partai Politik 
6) Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000 

Rp. 431.710.263.996 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai Rp. 55.927.290.150 
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 302.956.035.180 
3) Belanja Modal Rp. 220.611.094.464 

Rp. 579.494.419.794 
Jumlah Belanja Rp. 1.011.204.683.790 
Surplus / (Defisit) Rp. (2.558.625.000) 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan Rp. 5.500.000.000 
b. Pengeluaran Rp. 2.941.375.000 

Pembiayaan Netto Rp. 2.558.625.000 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 

Pasa12 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Larnpiran I Peraturan Walikota ini. 

Pasal3 

Penjabaran APBD sebagaiman dimaksud dalam Pasal 1 ,  dirinci lebih lanjut dalam 
Larnpiran II Peraturan Walikota ini. 

Paaal 4 

Larnpiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
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Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih 
lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang • undangan. 

Pasal 6 

Pcraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar sctiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan Walikota 
ini dengan pcncmpatannya daJam Berita Daerah Kota Palopo. 

Ditctapkan di Palopo 

pada tanggal 28 Desember 20 18 

WALIKOTA PALOPO, 

. JUDAS AMIR 

Diundang n di Palopo 

pada tan al 28 Desember 2018 

Pj.SEKR TARIS DAERAH KOTA PALOPO, 

SERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2018 NOMOR 55TAHUN 2018 
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